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Abstract

Law No. 6 of 2014 on Villages provides a momentum and wide opportunities to
make the village as the subject of development aswell as placing it asa new axis
of the national devel opment based on the principle of participation, accountability,
mutual cooper ation, empower ment, sustainability, local wisdom, and independence.
In another context, this Law also provides a new perspective on public
administration in Indonesia. Affirmation of the principle of recognition and
subsidiarity puts villages outside the hierarchial framework of the government.
Unfortunately, this reality is often not considered by the national and local
government with the right policies and approaches. National Institute of Public
Administration (NIPA) respondsto thissituation by conducting a number of rel evant
researches. Following the ratification of Law on Millages, LAN has conducted a
series of studies on villagesthat resulted in interesting findings that can be used to
reflect the village position in the contemporary public administration order. There
are three clusters of public administration issues that can be drawn from those
researches, among them are the relationship between village and supravillage
gover nment, village authority, and the capacity of village governemnt. In thefuture,
it is expected that LAN continues to play a role in developing village. Not only
through research activities, but also through public administration innovation,
apparatus training, and higher education of administration.
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Abstrak

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desamemberikan momentum dan pel uang yang lebar
untuk menjadikan desasebagal subjek pembangunan sekaigus menempatkannyasebagal
porosbaru pembangunan nasional yang bertumpu padapringip partisipas, akuntabilitas,
kegotongroyongan, pemberdayaan, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kemandirian.
Dalam kontekslain, UU ini jugamemberikan perspektif baru mengenai administras
negaradi Indonesia. Penegasan asasrekognisi dan subsidiaritas desamenempatkan
desadi luar kerangkahierarkia pemerintahan. Sayangnya, kenyataan ini kadang tidak
disadari oleh pemerintah dan daerah melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat.
LembagaAdministiras Negara(LAN) meresponshal ini dengan melaksanakan sgumlah
kgianterkait. Pascapengesahan UU Desa, LAN telah menye enggarakan kgian mengena
desadengan berbagai temuan menarik yang dapat dipakai untuk merefleksikan posis
desadalam tatanan administras negarakontemporer. Adatigaklaster isuadministras
negarayang dapat ditarik dari berbagai kajian tersebut, di antaranya hubungan desa
dengan pemerintah supradesa, kewenangan desa, dan kapasitas pemerintah desa. Di
masadepan, diharapkan LAN terusberperan dalam memajukan desa. Tidak sgjameldui
kegiatan kajian, namun jugamelaui inovas administras negara, diklat aparatur, dan
pendidikantinggi adminigtras.

KataKunci: Desa, administrasi negara, LAN, think tank, rekognisi, subsidiaritas.

A. PENDAHULUAN

Desamerupakan entitas yang unik dengan latar bel akang historisyang panjang dan profil
sosologisyang khas. K eberadaannyasenantiasamembuahkan tafar dan kontestas yang berke anjutan
di antaraberbagai aktor dan kepentingan. Negaramemandang, mendekati, dan memperlakukan
desadengan berbagal instrumen kebijakan yang tergelar sgjak kemerdekaan. Ddamlintasansgarah
republik ini, telah banyak kebijakan yang dikel uarkan pemerintah untuk mengatur desa, mulai dari
UU No 19 Tahun 1965 tentang Desa Prgja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa,
hinggaPPNo. 72 Tahun 2005 tentang Desayang merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah. Bahkan, kebijakan pengaturan desajugatel ah dibuat sgjak eraprakolonid
dankolonia karenadesa padakenyataannyamemang tel ah eksis sebelum negaraada. Terakhir,
pada 15 Januari 2014, disahkan Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kebijakanterakhir ini disambut antusiasoleh banyak kalangan, mulal dari aktivis, pemerhati,
dan masyarakat desaitu sendiri. Setel ah perjuangan yang panjang selamatujuh tahun (2007-2013),
akhirnyaUU ini dapat dilahirkan. Antusiasme tersebut muncul karenadi dalam UU No. 6/2014
terkandung pendekatan yang berbedadari pemerintah dalam memandang desa. Berbedadengan
berbagai kebijakan sebelumnya, pemerintah mulai menempatkan dan memperlakukan desa
sebaga manafitrahnya Desadiakui sebagal kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai karakter
gandasebagai masyarakat berpemerintahan (self-gover ning community) dan pemerintahan |okal
(local self-government). Dalam konstruks demikian, susunan adli, hak asal-usul, dan kedaulatan
politik desadirestitus secarategas. |ni merupakan antitessdari pendekatan yang tel ah berlangsung
sdlamasekian dekade yang menempatkan desasebagal obyek pembangunan danwilayah administratif
terendah yang melayani berbagai ingtitus supradesa.

Dari perspektif administrasi negara, rezim baru desayang muncul pascaUU No. 6/2014
menyagjikan tantangan konseptua sekaliguspraktika. Adabanyak pertanyaan dan perspektif yang
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dapat digunakan untuk membedah rezim baru desatersebut dari S administras negara, mulai dari
tata hubungan dan kewenangan dalam kaitannya dengan pemerintah (pusat dan daerah) sampai
dengan tatakel olanya Tidak hanyamenjadi perhatian akademis dan aktivisdesa, banyak institus
pemerintahan juga berkepentingan dalam meresponsisu besar tersebut. Salah satunyaadalah
LembagaAdministras Negara(LAN).

Sebagal indtitus yang memiliki vis “menjadi rujukan bangsadaam pembaharuan administras
negara’ dan secara historis dibentuk salah satunyauntuk mengembangkan sistem administrasi
pemerintahan, LAN memiliki kepentingan untuk terlibat dalam diskursusdesa. Desaada ah bagian
dari sstem administrasi negaranasional dan pembaharuan desaadal ah fragmen dari pembaharuan
administras negarasecarakesal uruhan. Arah dari keterlibatan tersebut tentunyasesuai dengantugas
pokok danfungs yang diamanahkan kepadaLAN, antaralain diklat aparatur, kajian kebijakan,
inovas administras negara, dan penyed enggaraan pendidikantinggi administras.

Sesungguhnya, keterlibatan dan hubungan LAN dengan desabukanl ah sesuatu yang asing.
Padatahun 1983 misalnya, LAN bekerjasamadengan Ditjen Pembangunan Desadan Pemerintah
Prancisc.q. [IAP (Ingtitute I nternationa d’ Administration Publique) menyel enggarakan temu karya
“Administras Pembangunan Pedesaan dengan Aspek K husus K epemimpinan Pedesaan” yang
ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke suatu desadi Sulawes Selatan (LAN, 1990: 23).
Kini, seiring dengan lahirnya UU No. 6/2014 yang membawa paradigma baru tentang desa,
keterlibatan LAN menjadi |ebih urgen dan dinantikan. Pemangku kepentingan membutuhkan
kontribusi LAN dalam memajukan dan mendukung desa, selaras dengan tugas dan fungsi yang
diembannya

Sejak UU No. 6/2014 disahkan, LAN telah melakukan beberapa kegiatan terkait desa.
Misanyaseminar nasond “Aksderas Inovas di Tingkat Desaddam Mewujudkan Desalnovatif di
Indonesid’ yang diselenggarakan pada8 Desember 2016 di LAN Jakarta (http://lan.go.id/id/berita
lan/desa-harus-inovatif-dengan-program-kerja-yang-jelas). Hal lain yang cukup banyak dilakukan
adalah mengadakan kegiatan kgjian terkait dengan desa. Tulisan ini hendak menyagjikan kontribus
yang diberikan LAN daam pengayaan diskursustentang desame d ui kegiatan yang disebut terakhir.
LAN melaui berbagal satuan kerjayang adadi dalamnyatel ah melakukan cukup banyak kajian
tentang desasgak UU No. 6/2014 berlaku. Berbagal temuan kunci dalam kajian tersebut menjadi
titik tolak untuk merefleks kan desaddam katannyadengan tatanan administras negarakontemporer
di Indonesia.

Setidaknyaterdapat empat klaster isu administras negaramengena desayang dapat ditarik
dandiabstrakskandari berbagal kgianyangteahdilakukan, yakni 1) hubungan dengan pemerintahan
supradesa(PKDOD LAN, 2016); 2) kelembagaan/kewenangan desa(PKDOD LAN, 2016);3)
kapasitas gparatur pemerintahan desa(PKDOD LAN, 2015; PIKSA LAN, 2015; Pusat INTAN
LAN, 2015; PKP2A Ill LAN, 2016); 4) kaitan desa dengan tata kelola jaringan (network
governance) (PIKSA LAN, 2016; PIPEL LAN, 2015). Namun demikian, kontribus melaui kegiatan
kgian sgatentu tidak cukup untuk membantu pemajuan desa. Untuk itu diadvokasikan pulamengena
pentingnyaketerlibatan LAN di ranahlain, antaralaininovas administras negara, diklat aparatur,
pendidikantinggi administras, dan advokas.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dalam kerangka studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang
mengedepankan otentistas prosesdan hasil. Teknik pengumpul an datadil akukan dengan wawancara
dan studi dokumen. Wawancaradilakukan terhadap sgumlah informan kunci atau narasumber terpilih
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baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah (kabupaten/kota). Sedangkan studi dokumen
dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisisdatasekunder, meliputi: 1) hasil kgjian
sebelumnyaberupalaporan kgjian, jurnal, magjalah ilmiah dan lainnya, 2) peraturan perundang-
undangan, dan 3) dokumen lain yang relevan seperti pemberitaan mediamassadan artikel/laporan/
naskah yang diunduh dari internet.

Sdanjutnyaanaisisdatadilakukan dengan caramengorgani sasikan data, memilah datamenjadi
satuan-satuan, mens ntes skannya, mencari dan menemukan pola, menemukan gpayang penting dan
gpayang dipegari, dan memutuskan gpayang akan di ceritakan kepadapihak lain (Moleong, 2007:248).
Daamkgianini, mddui andisskuditatif dilakukan bebergpatahgpan andisisdatameliputi: reduks
data, penygjian data, dan penarikan kes mpulan/verifikas data(Miles& Hubermen, 2009).

C. KERANGKA KONSEP

Studi ini menempatkan LAN sebagai |lembagathink tank pemerintah yang turut berkontribusi
dalam perbaikan pembuatan danimplementas kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikawal dan
diadvokas agar berjaan sesual dengan tujuannyaadalah UU No. 6/2014. UU tersebut menyumbang
wacanabaru dalamadministras publik Indnesiakontemporer melaui kehadiran konsep rekognis
dan subsidiaritas. Oleh karenaitu, padabagian berikut akan dijel askan konsep tentang think tank
dan asasrekognis sertasubsidiaritas sebagal kerangkayang menjadi pijakan konseptual bagi studi
ini. Terakhir, dijelaskan secarasekilasmengenai konsep tatakel olajaringan sebagal sebuah konsep
administras negarakontemporer yang menarik untuk dikai tkan dan dibandingkan dengan tatakelola
desadalam erapasca-lahirnyaUU No. 6/2014.

Think tank

Istilah think tank bermuladari RAND Corporation sebuah lembaganon-profit yang membantu
memperbaiki pembuatan kebijakan medui pendlitian dan andis syang merujuk padasuatulingkungan
yang aman dan tertutup bagi persemaian pemikiran strategisdi Amerikapasca Perang Duniall.
Think tank mulai popul er padadekade 1960-an untuk menggambarkan sekel ompok spesiaisyang
mel akukan penelitian tentang masal ah-masal ah kebijakan penting. UNDP (2003: 6) mendefiniskan
think tank sebagai organisas yang terlibat secarareguler dalam pendlitian dan advokas mengenai
masal ah apa pun yang terkait dengan kebijakan publik. Think tank bertindak sebagai jembatan
antara pengetahuan dan kekuasaan dalam konteks negarademokrasi modern. Gagasan tentang
think tank menghubungkan para periset dan pembuat keputusan.

SementaraJames M cGann (2007: 12) mendefinisikan think tank sebagai organisasi yang
menghasilkan penelitian, analisis, dan saran yang berorientasi padakebijakan publik, baik yang
terkait dengan masal ah-masal ah domestik maupun internasional, yang memungkinkan pembuat
kebijakan dan masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat. Dengan rumusan konseptual
demikian, makaterdapat tigahal esensia untuk dapat menggambarkan kegiatan dan tantangan
think tanks, yaitu memadukan aspek mutu akademis (academics), pemberian nasihat (advise),
dan advokasi (advocacy) secaratepat.

L ebih lanjut, McGann membedakan duajenisthink tank, yaitu independen dan berafilias
atau memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu (pemerintah, partai politik, perguruantinggi,
atau perusahaan). Dari segi struktur, terdapat |embagathink tankyang secarapermanen merupakan
bagian dari struktur organi sasi/lembagatertentu. Lembagaserupaini seringkali bertindak sebagai
pihak yang menjembatani komunitas akademik dengan pembuat kebijakan. Sedangkan lembaga
think tank independen melayani kepentingan publik sebagai representasi suaraindependen yang
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menjabarkan hasi| riset dasar atau terapan ke dalam bahasayang dapat dapat dipahami, terukur,
dan dapat diakses baik oleh pemangku kebijakan maupun publik.

Padakenyataannya, think tank mengambil bentuk yang beragam di setigp negara(Stone, 2005:
2-3). Ddam Tradis Anglo-Amerika, thinktank merupakan organisas yang rdlatif otonomyang terlibat
dalam analisisisu kebijakan secaraindependen dari pemerintahan, partai politik dan kelompok
kepentingan lainnya. Sementaradi negara-negaraAsiaseperti Jepang, KoreaSelatan, Taipel, dan
China, think tank sering ditemukan di dalam perusahaan. Di Chinathink tank disponsori pemerintah
dan cendekiawan.M erekasering bekerjada am hubungan patron-klien dengan parapemimpin politik.
Banyak indtitut di AsaTenggarabersifat semi-independen dan seringkai memiliki interaks yang erat
dengan pemerintah, atau dengan tokoh palitik individu. Contoh lembagathink tank: RAND Corporation
(AmerikaSerikat), NIRA (Jepang), dan Ingtitute of Policy Studies(Singapura).

Di negara-negaramaj u, seperti Amerika Serikat, lembagathink tank muncul sgjak Iebih dari
100tahunslam. Kemunculannyaberkaitan dengantradis filantropisperusahaan, keterbukaan dalam
proses penyusunan kebijakan, dan kepercayaan bahwasektor swastadapat “ membantu pemerintah
untuk berpikir”. Saat ini, keberadaan lembagathink tank sebagai sumber informasi dan gagasan
hampir sudahtidak diragukanlagi. Mengingat peran strategisyang dimilikinya, banyak bermunculan
lembagathink tank. Di negeri asalnyasendiri, di Amerika Serikat, terdapat 1736 |lembagathink
tank, dengan sebagian berdfilias padapadaperguruantinggi (universitas) dan sepertiganyaberbasisdi
Washington DC, sebagal ibukotapemerintahan (M cGann, 2007). Sementaradi Indonesia, kemunculan
think tank tergolong baru karenabaru muncul padaawa 1970-an, yaitu ditanda dengan berdirinya
CSIStahun 1971. Meskipun demikian, kemunculan lembagayang kemudian berevolus menjadi
think tank pemerintah berdiri lebih awal, yaitulembagaseperti LIPI danLAN. Artinya, jauh sebelum
dekade 1970-an di Indonesiasudah berdiri think tank. Hanyasgja, fungs think tank yang melekat
dalam kedualembaga pemerintah tersebut padamasaitu belum begitu menonjal.

Pattiro (dalam Struyk, 2008) mengidentifikas setidaknyaterdapat tigaperan strategisyang
dijalankan ol eh sebuah think tank. Pertama, mengis kekosongan pengetahuan, informasi danide-
ideyang relevan dalam proses-proseskebijakan yang selamaini tidak diis oleh pemerintah maupun
organisasi-organisas non pemerintah yang ada. Kedua, menjadi sparring partner dari parapembuat
kebijakan, dengan melakukan penilaian ataskebijakan pemerintah, baik penilaian ketikamasih
berupakebijakan usulan maupun penilaian terhadap implementas kebijakan. Ketiga, memperkuat
monitoring groups agar tuntutan atau pengawasan dari parapihak yang melakukan monitoring
tersebut menjadi Iebih berkualitas.

Namun demikian, tentu tidak mudah bagi lembagathink tank untuk menja ankan ketigaperan
tersebut di atas. Hal ini karenasangat sulit bagi think tank untuk mengklaim bahwahasi| kgjiannya
menjadi dasar bagi pembuatan suatu kebijakan (Soesastro, 2008). Oleh karenaitu, suatu think
tank dituntut untuk terus meningkatkan mutu dan relevans kajiannyaagar dapat diperhitungkan.
Intinya, kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan wajib mengupayakan input yang baik agar
dapat menghasilkan output yang baik pula

Lebih lanjut, menurut Soesastro, eksistens think tank dapat di pertanggungjawabkan apabila
menghasilkan kajian-kgjian yang baik secarakons sten. Persoal an apakah kemudian hasil kgjian
tersebut dapat dimanfaatkan sebagal dasar kebijakan justruitu merupakan ha sekunder (Soesastro,
2008).

AsasRekognisi dan Subsidiaritas
Kelahiran UU No. 6/2014 diiringi pula dengan kemunculan konsep yang “baru” dalam
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administrasi publik di Indonesia, khususnyadalam kaitannyadengan isu administras publik desa
atau secaralebih luasisu hubungan negaradengan desa. K onsep tersebut adal ah rekognisi dan
subsidiaritas. Duakonsep tersebut tersurat di dalam Pasal 6 UU No. 6/2014 yang mengatur mengenal
asas pengaturan desa. K ehadiran keduaasastersebut mereformasi secaratotal carapandang atas
desayang selamaini lebih banyak dibingkai dan dipandang dalam lensa konseptual seperti
desentralisas, pemerintahan semu, dan subsi stem pemerintahan daerah.

Meldui duaasastersebut, desadiletakkan dalam posis yang lebih layak karenasesua dengan
fitrah, karakter, dan sgjarahnya. Bagaimanamemahami keduaasastersebut?A sas pertamaadal ah
rekognisi. Dalam teori sosial, konsep rekognisi muncul untuk memotret fenomenayang banyak
terjadi di belahan duniamengenai tuntutan dari sekelompok komunitasatau golongan sosia yang
selamaini termarjinakan dalam masyarakat agar keunikan atau kebutuhan merekalebih diakui dan
diperhatikan. Pengakuan tersebut dapat didasarkan padaidentitasjender, etnis, ras, difabilitas,
orientas seksua, dan sebagainya. Tuntutan tersebut muncul karenaadanyarepres dan diskriminas
dari kelompok dominan daninstitusi sosial formal (negara, sistem ekonomi) terhadap mereka.
Kelompok yang dipinggirkan dihalangi untuk berpartisipas secarapenuh dalam kehidupan sosial
dan palitik. Merekajugadicitrakan dalamimaji yang distortif oleh kelompok arusutamasehingga
hal tersebut memengaruhi hargadiri dan peluang sosia mereka. Kemunculan negarakesg ahteraan
jugaberkontribus terhadap politik rekognis karenahal itu memungkinkan sebagian masyarakat
untuk lepasdari tuntutan tradisiona yang terkait dengan keadilan politik atau ekonomi dan beralih
kepadatuntutan yang |ebih bersifat identiter dan kultural (Chriss, 2007: 3828).

Meskipun desasebagal kesatuan masyarakat hukum selamaini dalam literatur tidak disebut
sebagal kelompok yang menuntut rekognisi, namun dalam konteks I ndonesiatepat kiranyauntuk
menjadikan rekognisi sebagal sal ah satu asas pokok. Menurut Eko (2015: 39), adalimaalasan
mengapa hal tersebut tepat adanya. Pertama, desa berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum
lain yang disebut dengan daerah. K edua, desatelah eksis sebelum Indonesiaberdiri. Ketiga, desa
addah bagiandari keragaman atau multikulturalismendonesia Keempat, desasdamaini dieksploitas
secaratidak adil oleh negara. Kelima, kongtitus sendiri telah memberikan amanat untuk mengakui
dan menghormati desayang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Secarasingkat, melalui
asasrekognis, negaradan jugapihak-pihak lain (swasta, L SM, perguruan tinggi, dan sebagainya)
wajib mengakui dan menghormati eksistens desasebagai kesatuan masyarakat hukum. Eksistens
desatersebut mencakup hak asal-usul, pemerintahan desa, pranatadan lembagalokal, identitas
budaya, kesatuan masyarakat, prakarsadesa, dan kekayaan desa. Semuapihak di luar desatidak
lagi melakukanintervens, pemaksaan, dan mutilas terhadap hal-ha tersebut, melainkan sebaiknya
bertindak memanfaatkan, mendukung, dan memperkuatnya. L ebih lanjut, dalam cara pandang
rekognig, danadesadilihat sebagal instrumen untuk merehabilitas ketidakadilan sosia-ekonomi
yang selamaini dialami desa(Eko, 2015: 40-41).

Sementaraitu, subsidiaritas bermaknalokalisas penggunaan kewenangan dan pengambilan
keputusan di tangan desa, terutamauntuk i su dan masalah yang berskalalokal dan secaraaktua
memang mampu ditangani secara mandiri oleh desa. Asas subsidiaritas berbeda dengan asas
residuditasyang menjiwai berbagai peraturan yang mengatur desasebelum UU No. 6/2014. Jika
dalam asasresdualitas kewenangan dibagi habisantarapemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehinggadesamenjadi bagian dari s stem pemerintahan kabupatern/kotayang menerimapelimpahan
sisa-sisakewenangan dari kepaladaerah, makamela ui asas subsidiaritaskini ditetapkan bahwa
desakini mempuya kewenangan sendiri. Kewenangan desatersebut bukan lagi sekadar merupakan
penyerahan dari pemerintah supradesadan tidak boleh diintervens oleh mereka (Eko, 2015: 42-
44).
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TataKelolaJaringan

Apakah tatakel olajaringan (networ k gover nance) itu? Bagaimanamuasal konsepini bermula?
Powell menyebutkan bahwatatakelolajaringan ... constitutes a distinct formof coordinating
economic activity, which contrast and competeswith marketsand hierarchies’ (Powell, 1990:
301). Menurut riwayatnya, konsep ini semuladiambil dari teori transaks ekonomi yang kemudian
diterapkan dalam ranah tata kel olapemerintahan. Sebagai sebuah konsep di ranah ekonomi, Jones
dkk. (1997) menjelaskan bahwatatakel olajaringan dapat dikel ompokkan padaduakonsep utama:
(1) polainteraks dalam pertukaran dan hubungan satu samalain; dan (2) arussumber dayaantarunit
yang independen. K onsep pertamaberfokus padapolapertukaran lateral atau horizontal, sedangkan
konsep keduaberfokus padaarus sumber dayaantarkel ompok yang terdiri dari institusi-institusi
yan masing-masing bersifat otonom.

Dari berbagal definis mengenai tatakelolajaringan yang adadi literatur, Jonesdkk. (1997:
914-915) menawarkan pengertian tatakelolajaringan sebagai seperangkat ingtitusi-ingtitus otonom
yang terpilih, persisten, dan terstruktur. Merekaterlibat dalam penciptaan produk atau jasayang
didasarkan padakontrak yang bersifat implisit, mengikat secarasosa (tidak legal), dan tanpabatas
pasti (open-ended) agar mampu beradaptasi terhadap kontingensi lingkungan dan mampu
berkoordinas sertamengamankan pertukaran di antaramereka. Institusi yang bergabung dalam
jaringanaddahingtitus yangterpilih, daamarti hanyaingtitus yang tertarik untuk bergabung dalam
jaringan yang bergabung di dalamnya, jadi tidak semuaingtitus yang adadalam suatuindustri atau
sektor. Merekajugabersifat persisten dalam arti bekerjasama secaraberulang dan berkelanjutan.
Sementaraitu, terstruktur artinyapertukaran sumber dayadi antaraanggotajaringantidak berlangsung
secaraacak atau seragam, melainkan terpoladengan pembagian tugasyang jelas.

Lebihlanjut, Jonesdkk. (1997) menjelaskan bahwatata kel olajaringan dapat digambarkan
meliputi kumpulan kegiatan pengorgani sas an dimanadi dalamnyahubungan kerjasamaantarpinak
yang sdingterkait dalam suatu kolaboras bergfat saling membutuhkan, saling menerimaakibat dan
manfaat, sertamemperhatikan potens dari masing-masing pihak. Istilah“jaringan” ddamtatakeola
jaringan diartikan oleh Provan dan Kenis sebagai gabungan dari tigaatau lebih organisas otonom
yang bekerjabersamatidak hanyauntuk mencapai tujuan dari masing-masing organisas hamun
jugamencapal tujuan bersama. Jaringan tersebut dapat diinisas secaramandiri dan sukarelaoleh
anggotajaringan sendiri, namun jugadapat terbentuk karenamandat atau kontrak sebagaimana
biasaterjadi kemitraan antarasektor publik dengan swasta. Karenaberjgaring untuk mencapai
tuj uan bersama, makajaringan mempunya mis yang spesifik, danmis tersebut jugadapat berubah
sairing denganwaktu. Tujuan bersamadicapa dengan caraberjgaring karenabiasanyatujuan tersebut
terkait denganisu kompleksyang membutuhkan koordinas multilateral. Sementaraitu, istilah“tata
kelola’ dalam tata kel olajaringan dimaksudkan agar jaringan tersebut berinteraksi dalam aturan
main yang jelas: bagaimanasumber dayadial okasikan, bagaimanakoordinasi dilakukan, dan
bagaimanaaks bersamadalam jaringan secarakesel uruhan dapat dikontrol (Provan dan Kenis,
2008: 231).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Hubungan Desa dengan Pemerintah Supra Desa

Kehadiran UU No. 6/2014 memberikan warnabaru dalam memaknai kedudukan desadalam
sstemadministras negara, yakni bagaimanakaitannyadengan sistem pemerintahan di atasnyayang
terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya, padamasa Orde Baru (1966—
1998) konstruks hubungan ketigaentitastersebut dicirikan olehrelas yang bersifat sentralistis,
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hierarkis, dan korporatis, di manakekuasaan mengalir secaratak terputusdari atas ke bawah.
K edaulatan dipegang secara tunggal dan mutlak oleh pemerintah pusat. Kemudian pada era
Reformasi, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang
diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004, kekuasaan tunggal tersebut mulai didesentralisasikan
kepada pemerintah daerah (provins dan kabupaten/kota) mela ui penyerahan sebagian kewenangan
yang menjadi urusan daerah. Namun demikian, desatidak mendapat bagian dari privilese otonomi
daerah karenadiposisikan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kotayang hanyamemperoleh
sisa-ssakewenangan daerah. Alhasi|, desapadamasaini direduks tak |ebih sebagai pemerintahan
semu (pseudo gover nment) yang hanyamemiliki kewenangan adminigtratif level terendah. Mealui
UU No. 6/2014, carapandang tersebut diubah dengan introduks asasrekognis dan subsidiaritas
sebagaimanatelah dijelaskan di atas.

Dalam praktiknya di lapangan, setelah hampir tiga tahun pelaksanaan UU No. 6/2014,
kewenangan desayang bertumpu padaasasrekognisi dan subsidiaritastersebut rupanyabelum
terlaksanadengan baik. Bahkan, dalam tataran tertentu mengalami distors. Has kgjian Pusat Kgjian
Desentrdisas dan Otonomi Daerah LAN (2016), misanya, menunjukkan bahwakonstruks hubungan
kewenangan antara pemerintah supradesa dan pemerintah desabelum menempatkan desa sebagai
subjek yang memiliki kel el uasaan dalam menggunakan sumber dayayang menjadi kewenangannya
Hal tersebut terjadi antaralain dalam pengel olaan DanaDesa.

Berdasarkan telaah atas pengaturan pengel olaan Dana Desa, terdapat ketidakselarasan
(inkonsistensi) antaraUU dan regulasi turunannya sehingga menimbulkan ambiguitas dalam
pengel olaan DanaDesaitu sendiri. UU Desamenegaskan bahwa dana desamenjadi salah satu
sumber pendapatan desa, sekaigusmenjadi hak dan kewgjiban desa(* Rezim Desa’). Namunyang
terjadi kemudian, Pemerintah mengel uarkan peraturan yang mengatur prioritas penggunaan Dana
Desamedui Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggd dan Transmigrad (Permendesa
PDTT) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diperbaharui setiap tahun
(PermendesaPDTT No. 5/2015, No 21/2015, No. 22/2016jo No. 4/2017). Dengan demikian,
pengaturan pengel olaan Dana Desatelah mendistorsi kewenangan desa. Penggunaan DanaDesa
yang seharusnyaditentukan melaui prosesdeliberatif dalam musyawarah desa, telah ditentukan
secarasepihak oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian DesaPDTT. Implikasinyajelas, pada
tataran praktis, penggunaan Dana Desapadagilirannyatidak dapat sepenuhnyamengakomodasi
permasal ahan, tantangan, kebutuhan yang adadi desakarenaharus mengacu padaketetapan Menteri
DesaPDTT. Contoh lain peraturan dari atasyang terlalu restriktif adalah Permendagri No. 84
Tahun 2015 yang menentukan secaradetail struktur organisas pemerintah desasehinggadesatidak
punyakel el uasaan untuk menyusun organisas perangkat desaberikut nomenklaturnyayang sesua
dengan kebutuhan kontekslokal dan susunanadi (PKP2A I11 LAN, 2016).

Sementaraitu dari sisi kelembagaan, kajian PKDOD juga menunjukkan belum adanya
pengaturan yang jel asterkait peran kecamatan, baik dalam pengel olaan DanaDesamaupun dalam
rangkaoptimalisas implementas UU Desasecarakesel uruhan. UU Desamemang menyebutkan
bahwakewajiban binwas ol eh pemerintah kabupaten/kota dapat didel egasikan kepada perangkat
kecamatan. Namun dalam regulas yang lebih teknis, pengaturan peran kecamatan tersebut masih
bersfat parsa. Padaha, secarageografis, perangkat kecamatan memiliki posis dan peluang yang
cukup strategis dalam membantu memberdayakan dan memandirikan desa. Hal ini sggalan dengan
temuan Pusat Inovas Tata Pemerintahan LAN (2015) yang menemukan bahwaruang lingkup
pengawasan dan evaluasi kecamatan terhadap desabelum jelas. Ini diperparah oleh keterbatasan
staf di kecamatan yang mampu membimbing desa, termasuk dalam pengel olaan keuangan desa
sesual dengan prinsip-prinsip tatakelolayang baik (good gover nance).
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Kedepan, perlu dikembangkan suatu moded yang memberi kel €l uasaan padapemerintah desa
dalam pengel olaan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan, tantangan,
dankondis empirisyang adadi desa. Hal ini seturut dengan asasUU Desaiitu sendiri, yaiturekognis
dan subsidiaritas. Untuk itu, sebagaimanasaran kebijakan dari PKP2A 111 LAN (2016), kepercayaan
yang besar kepadadesaperlu diberikan dengan mengurangi intervens pemerintah supradesaterhadap
desa. Peraturan di tingkat supradesahanya perlu mengatur hal yang bersifat umum dan normatif,
bukan hal yang bersifat teknis. Selainitu, perlu jugauntuk memperkuat peran kecamatan dalam
menjal ankan binwasterhadap desa. Ol eh karenaitu, pendel egasian kewenangan dari pemerintah
kabupatervkotakepada perangkat kecamatan seharusnyajugadiimbangi dengan penguatan kapasitas
kecamatan itu sendiri, baik dalam aspek kel embagaan, anggaran, dan SDM.

Kelahiran UU No. 6/2014 jugamembawamomentum baru untuk mendiskusikan salah satu
bahasan penting dalam administras negara, yakni kewenangan desa. Kewenangan desaadalah hak
desauntuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat (Eko dkk, 2014: 91). UU No. 6/2014 memueat perubahan pengaturan mengenai
kewenangan desajikadibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Selain kewenangan mel ekat
atau atributif yang tidak disuratkan dalam UU No. 6/2014 (memilih kepaladesa, membentuk susunan
dan personil perangkat desa, menyel enggarakan musyawarah desa, menyusun dan menetapkan
peraturan desa, dan sebagainya), di dalam UU tersebut dinyatakan bahwadesamemiliki empat
kewenangan berikut: 1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 2) kewenangan lokal berskala
desa; 3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 4)
kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Eko dkk, 2014: 97-98).

Namun, karenaUU No. 6/2014 tidak memuat normayang eksplisit mengenai prinsip dan
ketentuan tentang kewenangan desa (Eko dkk, 2014: 95), masihterjadi ketidakjelasan di lapangan
mengenal gpayang sesungguhnyamerupakan kewenangan desa. Walhasil, ha tersebut kemudian
membuahkan kontestas tafsir dan kebijakan yang berbeda. Berdasarkan hasil pemetaan kebijakan
yang dilakukan PKDOD LAN (2016) terhadap peraturan pengel olaan DanaDesa, persod anyang
muncul terutamaterkait konsstens (kesdlarasan) penerjemahan normahukumyang lebih tinggi ke
dalam peraturan perundang-undangan yang | ebih rendah. Adanyadualisme pengaturan dari dua
kementerian yang mengurus desa, yaitu Peraturan Menteri DesaPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asa Usul dan Kewenangan Loka BerskalaDesadengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang K ewenangan Desa. Merujuk padaPerpresNo.
11/2015, kewenangan desamerupakan domain pengaturan Kementerian Dalam Negeri. Namun,
hinggaakhir tahun 2014 kebijakan yang dibutuhkan tentang ini tidak kunjung muncul. Padahal,
peraturan terkait kewenangan desa sangat dibutuhkan sebagai basis penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran pemerintah desa.

Menanggapi Situas ini, muncul kemudian PermendesaPDTT No. /2015 yang secarakhusus
hanyamengatur soal Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
BerskalaDesa. Baru setahun kemudian lahir kebijakan serupadari Kementerian Dalam Negeri
sebagaimanayang dituangkan ke dalam Permedagri No. 44/2016 yang mengatur empat jenis
kewenangan desa: kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
desa, kewenangan yang ditugaskan ol eh Pemerintah, Pemerintah Daerah Proping, atau Pemerintah
Daerah Kabupater/K ota, dan kewenanganlain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Proping, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/K otasesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Masalah muncul manakala rincian apa yang dimaksud dengan kewenangan desa
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskal a desa antarakeduakebijakan menteri
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dari duakementerian itu tidaklah sama. Dalam hal ini, PermendesaPDTT No. 1/2015 jauh lebih
rinci dibandingkan dengan Pemendagri No. 44/2016 (Zakaria, 2017:3). Persispadatitik inilah
mengapakewenangan desabelum berjalan optimal karenaPemerintah K abupaten/K otadan Desa
mengalami kesulitan dalam menyusun peraturan tentang daftar kewenangan desa. Temuan Survei
Kementerian K oordinator Pembangunan Manusiadan K ebudayaan bersamaWorld Bank Diagnostic
terhadap 329 kabupaten menunjukkan bahwa banyak pemerintah kabupaten lambat dalam
mengel uarkan peraturan yang dipersyaratkan untuk mengoptimalkanimplementas UU No. 6/2014
(ddamAgus Saim, 2016) menegaskan faktaadanyakesulitan tersebut. Hinggatahun 2016, survel
ini mencatat hanyasekitar 15 persen sgjakabupaten yang sudah mengel uarkan peraturan tentang
daftar kewenangan desa.

Untuk mengatas problematikatersebut, ke depan perlu ada upayamendorong pemerintah
kabupaten/kotauntuk segeramenyusun dan menetapkan peraturan lokal terkait daftar kewenangan
desa. Kalau perlu, Kemendagri bahkan dapat memberikan sanks administratif bagi kabupaten/
kotayang menundaatau mengulur-ulur penetapan peraturan terkait. Namun, sebelumitu, ha penting
yang jugaperlu didorong dan segeradiwujudkan adalah merevis Permendagri No. 44/2016 agar
sedlarasdengan amanat UU No. 6/2014 dalam memperinci kewenangan desa, terutamakewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskaladesa.

Kapasitas Pemerintah Desa

Daam segi tertentu, kehadiran UU Desayang baru ini menegaskan komitmen politik dan
kongtitus ond bahwanegaramdindungi dan memberdayakan desaagar menjadi kuat, mgju, mandiri,
dan demokratissehinggadapat menci ptakan landasan yang kokoh dalam mel aksanakan pemerintahan
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan segjahtera. Namun dalam
implementasinya, vis muliatersebut sudah barang tentu tidak akan terwujud tanpaditopang oleh
kapasitas dan kinerja desadalam pemerintahan dan pembangunan. Padatitik ini, kapasitas dan
kinerjadesamerupakan komponen penting dalam mendorong kemandirian desa. Lalu, kapasitas
pemerintahan desaseperti apakah yang menjadi prasyarat keberhasilanimplementas UU Desa
untuk mencapa vis kemandirian tersebut? Sebel um menjawab pertanyaanini, padabagian berikut
akan mendiskusikan konsep kapasitas pemerintahan desaterlebih dahulu dengan berpijak pada
kewenangan pemerintahan desa.

UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang
penyel enggaraan pemerintahan desa, pel aksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan
adat istiadat desa. Dengan memperhati kan sgjumlah kewenangan desatersebut, makaurusan yang
menjadi fokus pemerintah desameliputi 1) urusan pemerintahan yang sudah adaberdasarkan hak
asal usul; 2) urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa; 3) urusan
pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Proving, dan Pemerintah Daerah K abupaten/K ota; dan 4) urusan pemerintahan kewenanganlain
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Proving, dan Pemerintah Daerah K abupaten/
Kotasesual dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kapasitas pemerintah desatentunyaterkait dengan kemampuan pemerintahan desadalam
mel aksanakan tugasdan fungs dalam menja ankan kewenangan sebagaimanatersebut di atas. Dalam
konteksini, pengembangan kapasitas pemerintah desaideal nya sgja an dengan kewenangan yang
diemban desassbaga manadiamanatkan olen UU Desa. K gpaditas pemerintah desamenjadi parameter
penting bagi pencapain kinerjapemerintahan desa. Dengan katalain, pencgpaian kinerjapemerintahan
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desayang baik hanyaakan terwujud jika mendapat dukungan dari individu, organisas dansistem
yang memadai. Namun banyak pihak selamaini justru menganggap kepadtas pemerintah desasangat
terbatas, sehinggayang terjadi adal ah ketergantungan terhadap pemerintah (Eko, 2014: 131).

K epaladesamenjadi aktor yang banyak disorot terkait dengan keterbatasan kompetens ini.
Ilhwal kompetens kepaladesamemang memiliki banyak sisi. Studi Sutiyo dan Maharjan (2017)
terhadaptigadesadi K abupaten Purbainggamenemukan bahwakepa adesasesungguhnyamemiliki
kapasitasdalam beberapaha seperti pengetahuan akaninformas, kreativitas, fairness, dayadorong
terhadap masyarakat, responsivitas, dan kepatuhan pada konsensus, namun lemah dalam hal
akuntabilitas. Sementarakajian Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN (2015) menggarisbawahi
mengenal banyaknyakepaladesadengan latar belakang pendidikan yang rendah dan Pusat Inovas
TataPemerintahan LAN (2015) berbicaramengenai banyaknyakepaladesayang di bawah standar
(korup, suka berkonflik, tidak paham pemerintahan dan manajemen desa) serta kelemahan
Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang memberikan persyaratan terlampau mudah untuk maju
sebagai calon kepaladesa. Lebihjauh, kgjian PKP2A 111 LAN Samarinda (2016) terhadap enam
desadi Kabupaten Kutai Kartanegaramenunjukkan minimnyakapasitas aparat desa, misalnya
dalam menyusun rencanakegiatan, monitoring dan evalusai kegiatan, dan menyusun laporan
pel aksanaan kegiatan. Dengan berbagai kondisi dan temuan tersebut, tidak heran jikakemudian
banyak yang meragukan kapaditas pemerintah desa, terlebih manaka akini desamemiliki kewenangan
sendiri, terutamadal am pengel ol aan keuangan desa.

Bagai manapun, keterbatasan kompetens kepa adesadan aparaturnyabukanlah sepenuhnya
kesalahaninternal. Sebab, kondis tersebut juga sekaligus memancing suatu pertanyaan penting
tentang pel aksanaan binwasterhadap desayang selamaini merupakan kewgjiban pemdakabupater/
kota. Baik UU No. 6/2014 maupun kebijakan pengaturan sebel umnyamemang mengatur bahwa
pengembangan kapasitas pemerintah desa merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. UU No.
6/2014 menegaskan bahwa pemerintah supradesa, baik kementerian teknis terkait maupun
pemerintah lokal (kabupatern/kota) berkewgiban me akukan pembinaan dan pengawasan terhadap
desa. Konsep normatif ini sesungguhnyamengarah padafasilitas pengembangan kapasitasdesa
dan supervisi melalui pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan desa. Namun
kenyataannya, selamaini pengembangan kapasitas desatidak memperol eh perhatian yang memadal
dari pemerintah. Temuan studi awa PKDOD LAN (2015) di tahun pertamaimplementas UU No.
6/2014 menegaskan kondis keterpurukan SDM aparatur desa. Hal ini tidak hanyatercermin dari
sulitnyamencari figur-figur pemimpin desayang visioner, berwawasan |uas, dengan kapasitasyang
mumpuni, melainkan jugaproblem yang kurang |ebih samaterl etak pada kel ompok perangkat desa
dengan kapasitasyang terbatas.

Sdamaini, pemerintah memang mempunyai kebijakan dan perangkat pengembangan kapagitas,
misanyame dui skemapendidikan dan pelatihan, terhadap pegawai negeri Spil baik di pusat maupun
daerah. Bahkan di eraotonomi daerah, pemerintah bekerjasamadengan |lembagadonor untuk
merancang kerangkanasiona dan tindakan nyatadalam mengembangkan kapasitaspemdadaam
konteks pel aksanaan desentralisasi. Namun skemayang serupatidak masuk hinggakelevel desa
(Eko, 2013: 344). Seendainyasdamaini amanat tersebut dil aksanakan secarabaik dan berke anjutan,
niscayakapasitas pemerintah desabakal terus berkembang.

Dengan katalain, sebagai manaditunjukkan oleh studi |RE (Eko, 2014) lemahnyakapasitas
dan kinerjadesabukanlah faktayang abadi. Hal ini berpijak dari pengalaman | RE sendiri setelah
menjaankan program di desa-desadampingan ACCESS (TheAustalian Community Devel opment
and Civil Society Srengthening Scheme)—yang kemudian mengingpiras paraperumusUU Desa—
melaui pendampingan, pemanfaatan jaringan, dan pembe g aran yang berke anj utan terbukti mampu
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mendongkrak kapasitas dan kinerjadesadalam penye enggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa.

Lau, bagaimanaprofil kapasitaspemerintah desayang ided ? Terkait hal ini setidaknyaterdapat
beberapabentuk kapasitas pemerintah desayang dapat menjadi rujukan dan perlu dikembangkan
untuk mengoptimal kan pel aksanaan kewenangan desa(Eko, 2013: 350). Pertama. kapasitasregulas,
yaituterkait dengan kemampuan pemerintah desamengatur kehidupan desabesertaisinya(wilayah,
kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspiras masyarakat
setempat. Kedua, kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan
mengoptimal kan pemanfaatan aset-aset desauntuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah
danwargamasyarakat desa. Terkait ha ini, UU No. 6/2014 menegaskan bahwa setidaknyaterdapat
enam jenisaset yang dimiliki desa: @) aset fisk (kantor desa, bala dusun, jalan desa; saranairigas,
tambatan perahu, dil); b) aset dlam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam, sungai, mataair,
dil); ¢) aset manusia(penduduk, SDM); d) aset sosia-budaya (kel ompok arisan, gapoktan, gotong
royong, lumbung desa, lembaga-lembagasosd desa, dil); ) aset keuangan (tanah kasdesa, BUMDes,
dil); danf) aset palitik (BPD, lembaga-lembagadesa, forumwarga, dll).

Ketiga, kgpaditasdidribuitif, yaitu kemampuan pemerintah desaddam mendistribusikan sumber
daya secara proporsional dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Kemampuan distributif yang baik tentunyaharus ditopang oleh kemampuan pemetaan sosia dan
perencanaan yang memadai. Keempat, kapasitasresponsif, yaitu kemampuan untuk pekaatau
memiliki dayatanggap terhadap aspiras atau kebutuhan wargamasyarakat desauntuk dijadikan
sebagai basi sda am perencanaan kebijakan pembangunan desa. Dengan segenap kewenangannya,
desatidak lagi menjadi pelaksanatugasadminigtratif yang diberikan pemerintah supradesaataupun
menjadi “ pemadam kebakaran” gunameredakan konflik antar warga, melainkan desakini dapat
memberikan pelayanan dasar sesual dengan kewenangan lokal berskaladesa dan sumber daya
dimilikinyayang diintegrasikan daam perencanaan desa. Sebagai contoh, pelayanan penyediaanair
bersih skala desa, poliklinik desa (polindes), layanan pendidikan anak usiadini (PAUD), dan
sterusnya. Kdima, kapasitasberjgaring (networking) atau kerjasama, yaitu kemampuan pemerintah
dan wargadesada am mengembangkan jaringan kerjasamadengan pihak-pihak luar dalam rangka
mendukung kapasitas ekstraktif. Asosiasi pemerintah desa (Apdesi) atau forum Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), misalnya, dapat digunakan sebagai wadah untuk membangun
kerjasamaantar desa. Demikian pulahalnyadengan berbagai pel uang kerjasamalain yang dapat
dijgaki, misanyadengan perguruantinggi atau organisas masyarakat Sipil atau LSM.

Pascaimplementas UU No. 6/2014, memang terdapat sgfumlah program pengembangan
kapaditas pemerintah desa, baik yang dil akukan ol eh pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian
Ddam Negeri, sebagal ingans pemerintah yang berwenang daam peningkatan kapasitaspemerintah
desa, mengembangkan program Peningkatan KapasitasA paratur Pemerintahan Desa Terpadu mdaui
unit Direktorat Faslitas Pengembangan K gpasitasA paraiur DesaDirektorat Jenderd BinaPemerinah
Desa Sedangkan Kementerian DesaPDTT, yang memiliki kewenangan dalam urusan pemberdayaan
dan pembangunan desa, mencetuskan program pel atihan Kader PemberdayaMasyarakat Desa
(KPMD) dan pelatihan pembentukan BUM Des.! Kemudian, sgjumlah pemerintah daerah juga
menginisas program dan kegiatan serupa. PemdaK abupaten Bogor, misanya, mene urkan program
pel atihan perencanaan desa berbasi s drone.2 Namun demikian, rupanyaupaya pengembangan

1 Wawancara dengan Sri Daswati, Kepala Bidang Penyelenggara Program Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta, Kementerian DesaPDTT, 3Mei 2017 di Jakarta.
2 Wawancaradengan Eliyani, Bappeda K abupaten Bogor, 18 April 2017 di Cibinong
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kapasitas pemerintah desamembutuhkan proses panjang dan berkes nambungan. Selain efektivitas
metode/pendekatan yang digunakan dalam aneka program pengembangan kapasitas tersebui,
tantangan lainnyayang muncul terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun
SDM (fadilitator) yang memadai .2

Sdainitu, masalah yang perlu mendapat perhatian ada ah polemik yang sempat muncul terkait
dengan status Sekretaris Desa (Sekdes). Sebelum UU No. 6/2014, posisi sekdesditempati oleh
seorang pegawal negeri Sipil (PNS). Namunkini, UU No. 6/2014 tidak mengharuskan atau mengatur
secarategasbahwaposis Sekdesditempati oleh PNS. Banyak tafsir yang menyebutkan bahwa
UU No. 6/2014 ingin mengembalikan Sekdes padaperangkat desanon-PNS. Hal ini antaralain
dilatarbelakangi ol eh anggapan bahwamasuknya PN S dalam struktur pemerintah desamerupakan
smbol kuatnyaintervens negaraterhadap desa. Namun, kelompok pendukung agar Sekdesditempati
oleh PN S didasarkan pada satu argumen yang juga cukup masuk akal. M erekamelihat bahwa
poss Sekdessanget vita daam menjdankan tugas-tugasadminigratif penye enggaraan pemerintahan
desa. Oleh karenaitu, mengganti Sekdes PNS dengan non-PNS dikhawatirkan bakal menjadi
hambatan bagi penyel enggaraan pemerintahan desa.Selainitu, bercokolnya SekdesPNSdalam
struktur Pemerintah Desatidak menjadi beban bagi anggaran desakarenastatusnyasebagai PNS.
Sementarauntuk merekrut Sekdes baru yang non-PNS pun membutuhkan waktu dan sumber daya
finanga untuk pengembangan kapasitasyang bersangkutan hinggamumpuni.

Terlepasdari polemik tentang status Sekdes di atas, LAN sesungguhnyadapat mengambil
peran dalam pengembangan kapasitas pemerintah desadengan membukaprogram diklat baru bagi
para Sekretaris Desa, terlebih manakala status Sekdes sebagai PNS masih dipertahankan
sebaga manayang masih berlangsung di sgumlah daerah.

Tidak bisadipungkiri, kelahiran UU No 6/2014 yang memberikan kewenangan dan dana
yang besar kepada desa, seperti mengubah titik berat otonomi daerah dari kotalkabupaten ke desa
(Kompas, 2 uli 2015). Begitu pulaperhati an kepada desa pun semakin besar. M enggenapi semangat
danvis UU No0.6/2014, vis Nawacitajugamenegaskan desasebagal porospembangunannasiond.
Sudah barang tentu, kondis ini memerlukan kerjayang luar biasabesar untuk mendorong kesigpan
aparatur pemerintahan desadan masyarakat desadengan kapasitas dan kinerjayang memadai.
Sebab, jikatidak, kewenangan yang besar dan kebijakan penguatan keuangan desa sertaberbagai
proyek dari pemerintah dan instansi lain yang berorientasi ke desa, tak akan menorehkan jegjak
apapun yang berkontribus positif bagi kesgjahteraan dan kemandirian desa.

Desa dan Tata Kelola Jaringan

Isuterakhir yang menarik untuk dibahas adal ah kaitan desadengan tatakel olajaringan. Teori
tatakelolajaringan dapat ditilik untuk melihat bagaimanadesadapat menjawab tantanganimplementas
kebijakan dan penyediaan layanan publik pasca-UU No. 6/2014. K ewenangan desayang berpijak
padaasasrekognisi dan subsidiaritastentunyamemberi ruang padadesauntuk dapat mengikuiti
pendekatan tatakel ol ajaringan, setidaknyada am beberapaaspeknya. Terlebih manakadaparadigma
jaringan atau kolaborasi sangat mewarnai sebagian besar pokok-pokok dalam UU No. 6/2014.
Dengan asasrekognis dan subsidiaritas, relas desadan berbagal ingtitus supradesa (pemerintah
pusat, pemerintah proving, dan pemerintah kabupaten) tidak |agi bersifat subordinatif, melainkan
suatujaringan yang memberi ruang padakol aboras parapihak untuk bersinergi. Dengan bangunan
relas serupaitu, ingtitus supradesakini tidak dapat memaksakan kehendaknyasendiri (kebijakan

3 Wawancara dengan Andi Ony, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina
Pemerintahan Desa K ementerian Dalam Negeri, 19 Mei 2017 di Jakarta.
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dan program) terhadap desayang dapat melemahkan kewenangan desaitu sendiri. Apayang terjadi
dalam polarelasi demikian adalah adopsi dari aspek kesetaraan dan kolaborasi dari tatakelola
jaringan.

Tidak hanyaberkolaboras dengan institus supradesa, desajugadapat berkolaboras dengan
institusi di luar pemerintah. Bahkan, apabilamau, pemenuhan pelayanan publik di desadapat
dilakukantanpacampur tangan pemerintah. A pabilapemerintah lamban dalam penyediaan peayanan
publik, maka sudah semestinyamasyarakat desa bisaberinisiatif untuk berkolaborasi dengan
BUMDes, LSM, atau swastauntuk pelayanan publik terhadap merekasendiri. Tatakelolajaringan
yang diimplementasikan dalam tatakel oladesamerupakan struktur interaks antaramasyarakat
dengan pemerintah, Badan UsahaMilik Desa, ataupun swastayang dilaksanakan di desadalam
pemenuhan pelayanan publik yang sudah ada ataupun dapat menumbuhkan jenislayanan yang
baru.Kolaboras yang dilaksanakan tidak terikat dengan kontrak hukum melainkan kontrak sosial,
karenapadadasarnyakolaboras tersebut bersifat saling menguntungkan.

Namun, permasa ahannyaadd ah bagaimanamenentukan mode dan struktur kolaboras yang
tepat digunakan dalam pemenuhan pelayanan publik di level desa. Hendaknya, kolaboras tidak
menjadi laiknyatransaks ekonomi yang bersifat instrumentalistik dan pragmatisbelaka. Ddamhal
ini, prinsip-prinsip yang adadalam Public Value Management (PV M) layak menjadi panduan.
PVM merupakan mode mangemen publik yang kompatibel dengan tatakelolajaringan karenadi
ddamnya, aktivitas pemerintah diasums kan seld u terhubung dan saling bergantung denganingtitusi-
ingtitus lain. Apayang menjadi tujuan utamadari PV M adalah nilai publik (public value). Inilah
yang harusdicapal secarakolaboratif dan bahu-membahu di antarapihak-pihak yang terlibat dalam
kolaborasi. Mangjer publik harus mampu untuk melakukan pengel olaan melaui jaringan, terbuka
untuk belgjar dalam berbagai cara, dan memanfaatkan sumber dayadari sumber yang beragam
(Stoker dalam O’ Flynn, 2007: 361-362).

Tugasmanger publik adaah menggawantahkannilal publik tersebut meldui pelayanan publik,
regulag, atau tindakan-tindakan lainnya. Hal tersebut tidak hanyadiukur dari outcomeyang dicapa,
namun jugadari prosesyang membuahkan kepercayaan dan keadilan. Nilal publik tidak ditentukan
secaradeduktif dan bukan agregat dari nilai dan kepentinganindividua, melainkan ditentukan secara
kolektif oleh publik itu sendiri dalam prosespartispas yanginklusif, setara, dandia ogis(O’ Flynn,
2007).

Dengan demikian, untuk mencapai nilai publik mang er-manger publik di tingkat desa(kepada
desa, perangkat desa, manajer BUM Des, pemimpin komunitas) harus mampu untuk terlibat dan
bernegosias dengan sebanyak mungkin pihak. Merekaberdia og dengan masyarakat desauntuk
menggali nilai publik yang menjadi preferens kol ektif masyarakat desa, dan merekaberhubungan
dengan institusi supradesa dan pihak-pihak eksternal (swasta, LSM, perguruan tinggi) untuk
mempromos kan dan mengadvokasikan nilai publik tersebut sehingganilai publik tersebut dapat
diwujudkan meldui program kol aboratif. Dengan demikian, tatakelolajaringan tidak akan terjebak
pada hubungan yang bersifat instrumental dan pragmatis, melainkan mengarah kepadahubungan
yang lebih bernilai karenamemiliki misi untuk menciptakan nilai publik yang dapat diekpresikan
dalam banyak hal dan tidak dapat diseragamkan untuk setiap desa (pelayanan publik yang lebih
baik, pengurangan kemiskinan, pengayaan moda sosid, dan sebagainya).

E. PENUTUP

Kesimpulan
LAN turut terlibat dalam memikirkan desasebaga manaterlihat dari pgparanyangtdah diurakan
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di atas. Berbagai temuan studi yang dilakukan olen LAN, terutamasejak pemberlakuan UU No. 6
Tahun 2014, dapat dikembangkan sebagal problematisas yang memperkayadiskursusadministras

negaramengenai desa. Adaempat klaster isu strategisadministras negaramengenai desayang
dapat dikristalisasikan dari berbagai kajian LAN. Dalam isu hubungan desadengan pemerintah
supradesa, kajian LAN menunjukkan bahwakonstruks hubungan kewenangadi antarakeduanya
bel um menempatkan desasebagal subjek yang memiliki kel €l uasaan dalam menggunakan sumber
dayayang menjadi kewenangannya, sebagaimanaterlihat dari kebijakan pemerintah pusat yang
terlau restriktif mengenal penggunaan Dana Desadan pembentukan struktur organisas pemerintah
desa. Hal ini tentu bertentangan dengan asasrekognisi dan subsidiaritas. Dalamisu kewenangan
desa, ditemukan bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai kewenangan desa oleh dua
kementerian yang mengurusdesa. Ini tentu harusdiurai dan diperjelasagar terdapat kesamaan
perseps oleh semua pemangku kepentingan mengenai apapersisnyayang menjadi kewenangan
desadan sgauh manabatasan dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, desamemiliki gambaran
yang jelasmengenai di manadiadapat mel akukan intervens. Adapun mengenai isu kapasitasdesa,
berbagai kajian LAN menunjukkan secara seragam bahwakapasitas desa, terutamakepal adesa
dan perangkat desa, masih lemah untuk mampu menja ankan UU No. 6 Tahun 2014 secaramaksimd.

Temuanini hendaknyamenjadi perhatian serius, terutamabagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan
untuk melakukan pendampingan, agar kegiatan pendampingan dilakukan secaralebih intensif dan
merata.

Berbagai temuan dari kagjian LAN yang telah dikel ompokkan dalam empat isu di atastentu
diharapkantidak hanyaberhenti sebagai catatan atau sekadar meramaikan pasar wacana, namun
jugaditransformasikan sebagai masukan untuk menghasilkan kebijakan tentang desayang lebih
baik dan progresif. Untuk mencapai tataran tersebut, tidak cukup hanyamel akukan publikas dan
diseminas hasil studi, melainkan diperlukan jugaadvokas yang diarahkan padapembuat kebijakan.
Tradis untuk mengkaji desa dalam berbagai perspektif yang selamaini telah dilakukan perlu
dipertahankan secaraberkel anjutan. | su-isu mengenai desadalam perspektif administrasi negara
akan selalu berkembang dinamisdan ini perlu diresponsoleh LAN secaraintelektual karenaLAN
jugaberperan sebagai |lembagathink tank dalam bidang administrasi negara.

Rekomendasi

Berpijak padaseluruh pemaparan di atas, beberaparekomendas dalam rangkapenguatan
peran LAN terkait desaadal ah sebagai berikut. Pertama, meskipun telah cukup banyak danrutin
mel akukan kajian tentang desa sgj ak pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, penguatan kegiatan
kajian tetap penting untuk dilakukan. Harusdiakui, selamaini hasil kgjian yang dibuat LAN, baik
tentang desaataupun hal-hal lainnya, kurang memberikan kontribus ilmiah dan kebijakan yang
memeadai. Hd ini terlihat dari minimnyapublikas ilmiahterpandang yang merujuk hasil kgianLAN
sebagal sumber referend. Jugadari minimnyakebijakan yang mengadops hasil kgian LAN. Padahd,
sebagian besar dari kgjian LAN ada ah pembuatan moddl, yangintens awa nyadimaksudkan agar
menjadi kerangkaumum untuk diadops oleh pengambil kebijakan maupun praktis. Kecenderungan
ini sebaiknya dihentikan karena selain terbukti gagal menarik perhatian untuk diadops juga
menunjukkan miskinnyaimajinas peneliti LAN untuk merumuskan bentuk, output, dan tujuan
penditian yang lain. Selain kecenderungan modelismetersebut, kelemahan lain dari kgjian-kgjian
maupun kondis penelitian secaraumumdi LAN antaralain: desain pendlitian dan metodeyang tidak
matang, kegaga an untuk menangkap isu yang urgen, pel aksanaan penelitian yang terlalu singkat,
kapaditaspendliti yang rendah, dan minimnyakomitmen untuk mengadvokas hasil kgian agar dapat
dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan maupun praktis.
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Berbagai kelemahan pendlitian di atastentunyamenjadi pekerjaan rumah yang harusdiperbaiki
karenaLAN sgatinyamerupakan lembagathink tank. Sebagai lembagathink tank, LAN harus
senantiasameningkatkan mutu hasil-hasi| kajiannyaagar tidak hanyadapat memberikan kontribus
terhadap diskursus pengembangan keilmuan, tetapi jugamenjadi rujukan dalam pembaharuan
kebijakan.

Kedua, selain berkontribus medui kgianyang dihasilkannya, LAN perluterusuntuk berperan
dalam memaj ukan dan mengembangkan desa dalam arah dan modusyang lebih variatif. Semua
tugasdanfungs yang menjadi kewenangan LAN perlu diimplementasikan ke dalam kegiatan yang
bersentuhan dengan desa. Ini sesungguhnyajugatel ah dilakukan, meskipun masih dalam tahap
permulaan. Misalnya, di KedeputianInovas Administras Negara(DIAN) telah dikembangkan sebuah
programfasilitas inovas yang diciptakan khususuntuk desadengan tgjuk Sreet Level Innovation
(SL1). Programini telah diujicobakan padatahun 2016 pada 14 desadi K abupaten Cilacap dan 5
desadi Kabupaten Badung dan mampu menghasilkan 120ideinovas (Pusat Inovas Kelembagaan
dan Sumber DayaA paratur, 2016). Pusat-pusat yang adadi DIAN jugamemberikan kontribusi
daamhal inovas desamedui kgjianisu strategisyang menghasilkan model inovas pelayanan desa
(Pusat Inovas Pelayanan Publik LAN, 2015) dan aternatif desain organisas perangkat desayang
€l evan dengan kewenangan dan kebutuhan desapascaUU No. 6/2014 (Pusat Inovas Kelembagaan
dan Sumber DayaAparatur LAN, 2015).

Kedepan, programini perlu diperbanyak kelebih banyak desadi berbagai daerah. Skema-
skemafadlitas inovas yang baru jugaperlu diciptakan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
desayang beragam. Inovas desamenjadi hal yang semakin dibutuhkan pascaUU No. 6/2014 dan
fektanyamemang telah banyak desayang membuktikan mampu berinovas (Eko, Sujito, & Kurniawan,
2013; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2016; Tempo, 15
November 2016), namun perlu diciptakan dengan lebih masif dan merata. Meski demikian, perlu
diperhatikan bahwajangan sampai fasilitas dan pendekataninovas yang dilakukan hanyabersifat
teknokratisdan parsia sehinggamelupakan mis penguatan demokras danintegrasi sosia di desa
(Eko, tt: 11). Artinya, inovas yang diciptakan perlumemperhatikan dimend partispas dansosabilitas

Ketiga, memperkuat peran LAN dalam memgjukan dan memandirikan desajugadapat medui
pel aksanaan diklat dan pendidikantinggi administras. Di bidang diklat, LAN dapat berperanmealui
pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa.
Memang kendal anya adal ah sebagian besar aparat pemerintahan desabukanlah ASN sementara
LAN hanyaberwenang memberikan diklat bagi ASN. Namun, beberapa sekretaris desaadalah
PNS. Merekaberhak mendapatkan diklat dari LAN dan diharapkan mampu melakukan transfer
iIlmu kepadajgaran aparat lain di tempatnyamasing-masing. Khusus untuk pendidikan tinggi
administras yang diselenggaran oleh STIA LAN, kontribus terhadap desaselain dengan memberi
kesempatan kepada aparat pemerintahan desauntuk mengikuti perkuliahan jugadapat dilakukan
dengan pemberian matakuliah yang terkait dengan desa seperti Kewenangan Desa, Perbangunan
Desadan Kawasan Perdesaan, Administras NegaraPedesaan, Demokras Desa, dan sebagainya.

Sdainketigahd di atas, penguatan peran LAN jugasesungguhnyadapat diperluaslagi, yaitu
antaralain dengan melakukan advokasi kebijakan atau program kegiatan terkait desa. Sebagai
contoh, LAN dapat mendorong pengembangan model desa cerdas (smart village) atau
mengupayakan program yang berorientas padapembaharuan atau revitalisas pranatasosia desa
gunamewujudkan desainklusif. Agendalainnyayang dapat dilakukan adalah dengan melakukan
pendampingan padadesa-desayang ditetapkan sebagal desabinaan atau desa“laboratorium” LAN.
Tentunyasemuaagendatersebut dija ankan dengan mempertimbangkan kemampuan, sumber daya,
tantangan, peluang, dan kebutuhan desadengan berbagal karakteristik/tipologinyayang beragam,
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baik berdasarkan tingkat perkembangannya (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat
tertinggal) atau wilayah geografis (Jawadan Luar Jawa).

Sebagal bagian dari sstemadministras negarayang menempeti posis paling depan danpaing
dekat dengan masyarakat, desamenempati posis yang strategis dan bermartabat, terlebih setelah
UU No. 6/2014 disahkan. Untuk itu, LAN perlu secarakonsekuen memberikan perhatiannyakepada
desa. Bagaimanapun struktur kelembagaan LAN di masadepan akan berubah, desatidak boleh
ditinggalkan dan diabai kan. Membaharui desaadal ah bagian dari membaharui administras negara
yang merupakan tujuan dari pembentukan LAN.
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